
“Yunus tak serius mengurus
kasus dana Bank Century.”

JAKARTA — Nama Bambang Widjojanto
berkibar dalam seleksi calon pemim-
pin Komisi Pemberantasan Korupsi
periode 2011-2015 di Komisi Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.
Sebaliknya, mantan Kepala Pusat Pe-
laporan dan Analisis Transaksi Ke-
uangan Yunus Husein dicurigai terlalu
dekat dengan Istana.

Bambang, Yunus, dan enam calon
pemimpin KPK kemarin siang menja-
lani tes pembuatan makalah di ruang
Komisi Hukum DPR. Enam calon lain-
nya adalah Abdullah Hehamahua,
Zulkarnain,Handoyo Sudrajat,Aryan-
to Sutadi, Adnan Pandupraja, serta
Abraham Samad.Komisi Hukum akan
memilih empat di antara mereka pada
2 Desember.

Fraksi Partai Demokrat, Partai Gol-
kar,Partai Demokrasi Indonesia Perju-
angan, dan Partai Keadilan Sejahtera
menyebut Bambang sebagai figur yang
diunggulkan.“Karena dia memiliki in-
tegritas dan komitmen untuk membe-
rantas korupsi,” kata anggota Komisi
Hukum dari Golkar, Bambang Soesat-
yo, kemarin.

Saan Mustopa, anggota Komisi Hu-
kum dari Demokrat, menuturkan bah-
wa fraksinya mempertimbangkan pe-
meringkatan oleh panitia seleksi pe-
merintah yang menghasilkan delapan
calon itu. Bambang menempati posisi
puncak dari empat besar peringkat ca-
lon.“Tentu itu menjadi bahan pertim-
bangan,” ucapnya. Penjelasan serupa
disampaikan oleh Aboe Bakar, anggo-
ta Komisi Hukum dari PKS.

Sedangkan politikus PDI Perjuang-
an,Eva Kusuma Sundari,mengatakan,
“Bambang itu unggulan, dia memiliki
track record antikorupsi yang baik.”

Golkar, PDI Perjuangan, serta PKS
juga menyokong Bambang dalam pe-

milihan Ketua KPK pada 2010. Sikap
Golkar dan PKS itu berseberangan
dengan Demokrat, meski sama-sama
anggota koalisi pro-pemerintah. Tapi
kala itu mayoritas fraksi mendukung
Busyro Muqoddas, yang kini Ketua
KPK.

Mengenai Yunus, cuma Demokrat
yang mendukung tanpa syarat.“Publik
menilainya layak,”ucap Saan. Namun,
menurut politikus Golkar, Deding Is-
hak,Yunus terlalu melayani Istana ke-
tika memimpin PPATK.“Kami khawa-
tir terhadap Yunus Husein,” katanya
sembari berjanji mempersoalkan inde-
pendensi Yunus dalam uji kelayakan,

21 November nanti.
Aboe Bakar menduga Yunus berafi-

liasi dengan partai tertentu, tanpa
menyebutkan nama partainya. Ada-
pun Eva mengatakan,“Yunus tak se-
rius mengurus kasus dana Bank Cen-
tury.” Eva menjelaskan, ketika me-
mimpin PPATK, selama dua tahun
Yunus hanya berjanji menelusuri pen-
cairan dana itu. “Sedangkan Badan
Pemeriksa Keuangan bisa memberi-
kan laporan.”

Yunus tak bisa dimintai tanggapan
atas tuduhan itu. Telepon selulernya
tak aktif ketika dihubungi tadi malam.
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Partai Bambang Yunus Abdullah 
Widjojanto Husein Hehamahua

Demokrat Dukung Dukung Dukung
Golkar Dukung Tolak Dukung
PDI Perjuangan Dukung Tolak Tolak
PKS Dukung Ragu Dukung
RUSMAN | FRANSISCO | EFRI 

SIAPA DIJAGOKAN
Komisi Hukum DPR sedang menggodok calon pemimpin KPK.
Dari delapan calon, tiga ranking teratas adalah Bambang Widjo-
janto, Yunus Husein, dan Abdullah Hehamahua. Bagaimana me-
nurut partai?

Bambang 
Widjojanto

Yunus Husein

Abdullah Hehamahua
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Menanti Terobosan di BUMN

T ak berlebihan jika orang berharap banyak kepada
Dahlan Iskan. Sebagai Menteri Badan Usaha Mi-
lik Negara yang baru, mantan Direktur Utama

Perusahaan Listrik Negara ini dianggap mampu mem-
percepat laju pembenahan sekitar 140 perusahaan pe-
lat merah. Berbagai kebocoran yang masih kerap ter-
jadi harus pula ia berantas hingga ke akarnya.

Sukses di PLN bisa menjadi modal awal Dahlan
membenahi kinerja BUMN. Setidaknya, lima program
transformasi yang ia gulirkan semasa menjabat bos
perusahaan setrum negara itu masih relevan diterap-
kan di kementerian yang kini dipimpinnya. Meme-
rangi korupsi dan mereformasi birokrasi internal me-
rupakan agenda terpenting. Selebihnya adalah efisien-
si, modernisasi, dan pemenuhan kebutuhan publik.

Dalam pemberantasan korupsi dan percaloan di
PLN, misalnya, Dahlan berhasil memangkas antrean
panjang “daftar tunggu”permohonan pemasangan lis-
trik, yang dulu memakan waktu bertahun-tahun. Le-
wat dua kali gerakan “Satu Hari Satu Juta Sambung-
an”, 2,5 juta orang kini sudah menikmati terangnya
lampu. Gerak cepat pun ia lakukan untuk menyiasati
paceklik pasokan listrik. Caranya, PLN membeli atau
menyewa pembangkit-pembangkit listrik milik swasta.

Bersamaan dengan itu, industri yang menggunakan
listrik di luar waktu beban puncak diberinya diskon
tarif 50 persen.Terobosan penting lainnya, PLN mene-
rapkan sistem baru prabayar bagi pelanggan listrik.
Dengan cara ini, tunggakan listrik bisa ditekan. PLN
pun tak lagi dipusingkan oleh beban penagihan.Terca-
tat, kini sudah 1,7 juta pelanggan prabayar berhasil di-
jaring—terbesar kedua di dunia setelah Afrika Selatan.

Berbagai gebrakan itulah yang kini juga dinanti da-
ri Dahlan di Kementerian BUMN. Ia tak boleh ragu
untuk kembali melancarkan “perang terbuka”terha-
dap praktek percaloan, suap, dan korupsi yang masih
sering kita dengar di tubuh BUMN. Skandal tender
proyek eks Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin,
yang menyebut-nyebut adanya keterlibatan dua per-
usahaan infrastruktur milik negara, seolah menegas-
kan masih ada bau busuk di tubuh BUMN.

Dari sisi kinerja keuangan, kondisi BUMN sesung-
guhnya kini sudah jauh lebih baik. Berbagai upaya
perbaikan, termasuk merekrut para profesional dari
perusahaan swasta nasional dan multinasional, telah
berhasil mendongkrak kinerjanya. Dari sekitar 140
BUMN, kini tinggal 10 yang masih rugi. Meski begitu,
jumlah perusahaan negara masih terlalu gemuk. Perlu
keberanian untuk segera menyusutkannya menjadi
tinggal sekitar 80 seperti dicanangkan dalam rencana
induk penataan BUMN.

Perampingan itu tak akan mengurangi pendapatan
perusahaan negara.Toh, sekitar 90 persen dari total
aset dan pendapatan seluruh perusahaan milik negara
sesungguhnya hanya disumbang oleh 26 BUMN ber-
pendapatan terbesar. Karena itu, perusahaan yang tak
berprospek sebaiknya segera dipangkas. Opsi pengga-
bungan sejumlah BUMN pun perlu kembali dibuka.
Sebab, Bank Mandiri saja, yang merupakan bank ter-
besar di Indonesia, masih jauh lebih kecil dibanding
bank-bank besar lain di Asia Tenggara.

Dengan lebih singset, BUMN diharapkan akan jauh
lebih bugar dan lincah. Asetnya, yang kini Rp 2.500
triliun, tidak mustahil akan menggembung empat kali
lipat seperti diramalkan.Yang juga penting, ruang ge-
rak “tangan-tangan kotor”pun menjadi kian sempit. ●

KUTIPAN
“Oh, itu barang mahal karena masing-ma-
sing (lembaga) punya ego sendiri.”

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan Yunus Husein, tentang koordinasi antarlembaga
penegak hukum setelah tes makalah sebagai calon pemim-
pin KPK, di DPR kemarin.

“Kalau kita mengharapkan yang muda yang
muncul, bisa ngobrol, bercanda, tertawa.
Kalau yang tua, bisa merengut terus.” 

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq
Kiemas, menyatakan setiap partai harus memberi kesem-
patan bagi kader muda mereka untuk menjadi calon presi-
den, di Jakarta kemarin.

JAKARTA — Calon pemimpin
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi, Abdullah Hehamahua,
menilai pengawasan internal
KPK belum maksimal. “Pe-
nyebabnya, kendala teknis
dan kualitas sumber daya
manusia,” ujarnya di Dewan
Perwakilan Rakyat kemarin.

Abdullah, yang menjabat
Penasihat KPK, menyampai-
kan penilaian tersebut dalam
tes pembuatan makalah yang
harus dilakoni para calon pe-
mimpin KPK. Ia dan tujuh
calon pemimpin KPK menja-
lani tes tersebut selama satu
jam sejak pukul 11.45 WIB di
ruang sidang Komisi Hukum.

Para calon itu adalah Ab-
dullah, Yunus Husein, Bam-
bang Widjojanto, Handoyo,
Aryanto Sutadi, Adnan Pan-
dupraja, Abraham Samad,
dan Zulkarnain. Berdasar-
kan hasil seleksi pemerintah,
empat besar calon adalah
Bambang, Yunus, Abdullah,
serta Zulkarnain.

Menurut Abdullah setelah

menjalani tes, dalam maka-
lahnya ia menyampaikan ga-
gasan tentang cara memper-
baiki komisi antikorupsi de-
ngan meningkatkan kinerja
pengawasan internal KPK.
“Bagaimana meningkatkan
pengawasan internal KPK
dengan target seminimal
mungkin pelanggaran kode
etik dan SOP, baik pimpinan
maupun pegawai,”katanya.

Untuk itu, kata dia, pega-
wai internal KPK harus me-
miliki kemampuan eksami-
nasi proses penyelidikan, pe-
nyidikan, penuntutan, mau-
pun pencegahan. “Sehingga
bisa dipantau sejak awal ka-
lau ada penyimpangan pro-
sedur atau kode etik.”

KPK, kata Abdullah, juga
harus menyempurnakan tek-
nologi informasi dan teknologi
pemantauan. Misalnya dengan
memasang kamera pengawas
di setiap lorong gedung KPK
dan memantau pembicaraan
pegawai lewat telepon kantor.
“Setidaknya rekaman itu ber-

tahan satu tahun, supaya ka-
sus kayak Nazaruddin tak ter-
ulang,”ucapnya.

Menurut anggota Komisi
Hukum dari Partai Hanura,
Syarifudin Sudding,tema ma-
kalah yang harus ditulis para
calon pemimpin KPK itu ber-
beda-beda.“Kami siapkan se-
puluh tema seputar isu pem-
berantasan korupsi,” ujarnya.
Menurut anggota Komisi Hu-
kum dari Demokrat, Saan
Mustopa, makalah itu kemu-
dian bakal menjadi bahan tes
wawancara pada 21 Novem-
ber nanti. Adapun pemilihan
pemimpin KPK bakal dilaku-
kan pada 2 Desember.

Calon pemimpin KPK
lainnya, Abraham Samad,
dalam makalahnya berpen-
dapat KPK perlu segera me-
miliki penyidik dan penuntut
independen untuk mengu-
rangi ketergantungan pada
kepolisian dan kejaksaan.
Soalnya, ketergantungan itu
memicu hambatan psikolo-
gis. Misalnya, penyidik dari

kepolisian enggan mengung-
kap kasus di kepolisian.

Bambang,yang berprofesi se-
bagai pengacara, kebagian te-
ma strategi dan prioritas pem-
berantasan korupsi di Indone-
sia. Menurut dia, pemberantas-
an korupsi tak bisa hanya dibe-
bankan kepada KPK. “Masak
sih (KPK) tak bisa koordinasi
dengan DPR,”ucapnya.

Yunus Husein, mantan Ke-
pala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan,
menyoroti koordinasi dan su-
pervisi antarlembaga penegak
hukum dan pengawas. Ia me-
nyebut koordinasi dan super-
visi sebagai barang mahal ka-
rena tiap lembaga memiliki
ego.Adapun Aryanto,pensiun-
an polisi berpangkat inspektur
jenderal, berpendapat, untuk
menuntaskan kasus-kasus
yang mangkrak, KPK harus
bekerja sama dengan kepolisi-
an dan kejaksaan.“Kalau eks-
klusif sendiri, mana mampu?
Ada ribuan kasus,”katanya.

● MAHARDIKA SATRIA HADI | JOBPIE S.

JAKARTA — Usul meliburkan
siswa sekolah saat SEA
Games belangsung akan bisa
menekan kemacetan. Kesim-
pulan itu disampaikan oleh
Kepala Bagian Pembinaan
dan Operasional Direktorat
Lalu Lintas Kepolisian Dae-
rah Metro Jaya Ajun Komisa-
ris Besar Latif Usman.

“Kemacetan berkurang
10-20 persen,” kata Latif di
kantornya kemarin.

Menyambut SEA Games
yang berlangsung pada 11
sampai 22 November itu, pe-
merintah DKI Jakarta telah
memastikan siswa SD, SMP,
SMA,dan SMK libur pada 14-
18 November mendatang.

“Kecuali siswa kelas VI, IX,
dan XII, semua libur,” kata
Wakil Kepala Dinas Pendidik-
an Jakarta Agus Suradika,
Sabtu lalu.

Latif mengatakan kepolisi-
an juga mendukung keputus-
an itu. Hanya, dia berharap
siswa sekolah diberi kesibuk-
an saat libur agar tujuan me-
ngurangi kepadatan lalu lin-
tas tercapai. “Jangan malah
berekreasi.”

Wakil Kepala SMP Negeri
18 Jakarta Pusat,Umar Panu-
ju, setuju dengan usul itu. Dia
menegaskan,sekolahnya akan
memberi tugas saat libur.“Bu-
kan libur sepenuhnya.”

Selain meliburkan sebagi-

an besar siswa, untuk me-
ngurangi kemacetan selama
SEA Games, DKI bakal me-
nerapkan strategi tertentu.
Salah satunya, melakukan
pengawalan dari bandara ke
hotel, dari hotel ke venue,
dan sebaliknya. “Ada 1.171
petugas gabungan dari kepo-
lisian dan Dinas Perhubung-
an yang akan mengawal bus
atlet untuk bertanding,”kata
Kepala Dinas Perhubungan
DKI Jakarta Udar Pristono,
Ahad lalu.

Selama digelar SEA
Games, di Jakarta akan di-
pertandingkan 48 cabang
olahraga. Para atlet yang
bertanding menginap di 27

hotel di Jakarta.
Kepala Biro Operasi Polda

Metro Jaya Komisaris Besar
Sujarno menegaskan tidak
ada pengalihan arus lalu lin-
tas. Yang ada adalah sistem
buka-tutup jalan, itu pun di-
berlakukan tergantung kondi-
si. Sistem ini tidak akan dite-
rapkan dalam kondisi normal.

Gelora Bung Karno dan
Ancol jadi kawasan khusus.
Kendaraan pribadi di kawas-
an itu akan dibatasi dengan
stiker. Kantong parkir dise-
diakan untuk kendaraan pri-
badi, dan shuttle bus diguna-
kan untuk keliling lokasi.

● AMANDRA MUSTIKA MEGARANI | ANANDA BADU-
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Pengawasan Internal 
KPK Dinilai Lemah

Libur Selama SEA Games, Kemacetan Akan Turun 

“Kalau eksklusif
sendiri, mana 
mampu? Ada 

ribuan kasus.”

JAKARTA — Daniel Sinambela
divonis 1 tahun 4 bulan pen-
jara. Suami penyanyi Joy To-
bing ini dinyatakan terbukti
menggelapkan uang Rp 25
miliar dalam proyek peng-
adaan batu bara untuk Pem-
bangkit Listrik Suralaya,
Banten.

Vonis ini lebih ringan enam
bulan daripada tuntutan jak-
sa.“Terdakwa hanya terbukti
melakukan tindak pidana
penggelapan sebagaimana
dakwaan pertama subsider,”
ujar ketua majelis hakim Mo-
hammad Razzad saat mem-
bacakan putusan di Peng-

adilan Negeri Jakarta Sela-
tan tadi malam.

Daniel didakwa mengge-
lapkan uang milik Yulianis.
Kala itu Yulianis adalah kasir
di perusahaan Bendahara
Umum Partai Demokrat M.
Nazaruddin.

Nazaruddin pula yang me-
laporkan Direktur PT Mata-
hari Anugerah Perkasa ini ke
polisi pada 13 Januari 2011.
Daniel pun ditahan pada 19
Januari 2011 dengan tuduh-
an melakukan penipuan dan
penggelapan. Uang senilai
Rp 25 miliar, yang seharus-
nya untuk keperluan usaha

pertambangan di Kaliman-
tan, diduga diselewengkan
oleh Daniel, yang mentrans-
fer uang Yulianis dalam reke-
ning bersama ke rekening
pribadinya.

Menanggapi putusan itu,
Daniel mengaku kecewa. Dia
menilai putusan tersebut
janggal karena Yulianis tidak
pernah hadir di persidangan.
“Ini rekayasa,” ujarnya. Dia
mempertanyakan alasan jak-
sa dan hakim tidak pernah
memanggil Yulianis sebagai
saksi dalam kasusnya. Daniel
menyatakan akan berkonsul-
tasi dengan pengacaranya

untuk mengajukan banding.
Adapun jaksa penuntut
umum Aryo Wicaksono me-
nyatakan masih pikir-pikir
atas putusan ini.

Saat vonis dibacakan, Da-
niel tidak didampingi peng-
acaranya, Kamarudin Si-
manjuntak. Kamarudin pu-
lang lebih dulu karena kesal
atas tidak adanya kepastian
jadwal sidang, padahal dia
sudah menunggunya sejak
pagi. “Sesuai jadwal, sidang
seharusnya pukul 10 pagi,”
ujarnya.

● WAYAN AGUS PURNOMO | RINA WIDIASTUTI | 
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Kejadian keempat dalam
dua pekan terakhir telah

menewaskan delapan
orang.

JAYAPURA –– Kepala Divisi Hu-
mas Markas Besar Kepolisian RI
Inspektur Jenderal Anton Ba-
chrul Alam menuding Organisa-
si Papua Merdeka ada di balik
insiden penembakan Kepala
Kepolisian Sektor Mulia, Pun-
cak Jaya, Papua, Ajun Komisaris
Domingus Oktavianus Awes, ke-
marin.“Kuat dugaan, dilakukan
kelompok separatis,”ujar Anton
di Jakarta kemarin.

Anton mengatakan, penem-
bakan terjadi di lapangan ter-
bang Mulia, Puncak Jaya, seki-
tar pukul 11.30 WIT.Oktavianus,
yang tengah bertugas meng-
amankan lapangan terbang Mu-
lia, tiba-tiba disergap dua orang
tak dikenal hingga terjatuh. Sa-
lah seorang pelaku kemudian
merebut pistol milik Oktavianus

dan menembak hidungnya. Dia
tewas saat itu juga. Para pelaku
kemudian menghilang ke hutan
dengan membawa pistol milik
Kapolsek. Petugas yang datang
beberapa saat setelah kejadian
kehilangan jejak mereka.

Tudingan ini langsung diban-
tah Koordinator Organisasi Pa-
pua Merdeka Lambertus Pekik-
ir. Ia mengatakan polisi tidak bi-
sa main tuduh dengan menyebut
OPM sebagai pelaku. Ia menje-
laskan, tentara pertahanan Pa-
pua Barat sudah mendapat in-
struksi untuk tidak melakukan
penembakan.

Saat ini, kata Lambertus, ba-
nyak OPM jadi-jadian. “Omong
kosong saja. Tangkap pelakunya
dan cek apa dia OPM atau bukan,
jangan-jangan hanya pengacau
keamanan saja,” kata Lambertus
saat dihubungi kemarin siang.

Kemarin Bupati Puncak Jaya
Lukas Enembe menegaskan
bahwa situasi Puncak Jaya sudah
kembali aman pasca-penemba-
kan. Ia menduga penembakan ini

berkaitan dengan ricuh Kongres
Rakyat Papua III di lapangan Za-
kes, Padang Bulan, Abepura, Ja-
yapura, Rabu pekan lalu. Keri-
cuhan di kongres tersebut, yang
menewaskan enam orang, menu-
rut Lukas, dijadikan alasan ke-
lompok separatis berbuat ulah.

Lukas mengatakan, sebagai
wilayah konflik, Puncak Jaya se-
harusnya mendapat prioritas le-
bih dalam soal pengamanan.
“Pegawai kami ada 1.600 orang,
mereka tidak bisa bekerja de-
ngan baik. Kami berharap ada
penanganan serius agar pemba-
ngunan di sini lebih maju.”

Pengamat militer dari Lemba-
ga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Muridan S. Widjojo, mengata-
kan kekerasan berentet di Papua
memiliki pola yang sama de-
ngan tindakan kekerasan yang
terjadi pada 2004, 2006, 2009,
dan 2010. Setiap kejadian, kata
Muridan lagi, tidak ada pelaku-
nya, marak, kemudian kembali
tenang sehingga sulit dibukti-
kan. “Serentetan kejadian itu

bukan skenario tunggal tapi ba-
nyak skenario yang berdiri sen-
diri-sendiri. Mereka memanfa-
atkan situasi demi kepentingan
masing-masing,” kata Muridan
saat dihubungi kemarin.

Penembakan terhadap Okta-
vianus Awes merupakan kejadian
keempat dalam dua pekan ter-
akhir yang telah menewaskan de-
lapan orang. Sebelumnya, tiga
orang tewas tertembak oleh orang
tak dikenal di kawasan proyek
konstruksi PT Freeport di Mile 38-
40 Timika, Jumat pekan lalu. Insi-
den berdarah juga terjadi saat
aparat keamanan membubarkan
Kongres Rakyat Papua III.

Anton mengatakan Mabes
Polri memberi kenaikan pang-
kat bagi Domingus Awes menja-
di Komisaris Polisi Anumerta.
Polisi juga akan menambah de-
ngan 170 personel dari Brigade
Mobil Kelapa Dua, Depok, un-
tuk pengamanan. “Akan diter-
bangkan besok (hari ini),”Anton
menegaskan. � JERRY OMONA | TJAHJONO EP |

RIKY FERDIANTO | RINA WIDIASTUTI

JAKARTA –– Pengeluaran dari pos anggaran kebi-
jakan Bank Indonesia hingga September 2011
mencapai Rp 28 triliun. Sampai akhir tahun ini
pengeluaran diperkirakan Rp 31,74 triliun.

Sebagian besar pengeluaran tersebut digu-
nakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar
rupiah melalui operasi pasar terbuka. Sampai
akhir tahun, diperkirakan biaya operasi pasar
sebesar Rp 30 triliun.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi
Mitroadmodjo menuturkan, kemarin, perkira-
an realisasi pengeluaran anggaran tahun ini le-
bih kecil dari perkiraan semula yang sebesar
Rp 45,1 triliun.

Rendahnya realisasi itu disebabkan oleh dua
faktor. Pertama, turunnya suku bunga acuan, BI
Rate, dari 6,75 persen menjadi 6,5 persen. Penu-
runan ini memperkecil biaya operasi pasar.

Kedua, adanya imbal hasil dari instrumen
Surat Utang Negara (SUN). “BI sudah punya
SUN Rp 59 triliun,” kata dia. Imbal hasil ini
akan menambah pendapatan 2012. Sedangkan
pengeluaran anggaran kebijakan 2012 turun
menjadi Rp 41,6 triliun.

Seusai rapat kerja dengan Dewan Gubernur
BI, Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Per-
bankan Dewan Perwakilan Rakyat Harry Az-
har Aziz menyebutkan penerimaan Bank Indo-
nesia tahun ini tidak memenuhi target.

Akibatnya, cadangan modal BI diperkirakan
tergerus hingga di bawah Rp 2 triliun pada
2012.Adapun tahun ini, cadangan modal masih
aman di kisaran Rp 7 triliun.

“Karena itu, BI datang ke pemerintah, dan
pemerintah datang ke DPR untuk mendapat-
kan suntikan kalau modal tergerus di bawah
Rp 2 triliun,”kata anggota Fraksi Partai Golkar
ini.

Undang-Undang Bank Indonesia mewajib-
kan modal bank sentral sekurang-kurangnya
Rp 2 triliun. Jika kurang, modal itu harus di-
tambah sehingga menjadi paling banyak 10
persen dari seluruh kewajiban moneter.

Anggaran tahunan Bank Indonesia terbagi
dalam dua pos, yaitu anggaran operasional be-
rupa pengelolaan gaji dan penghasilan lain ser-
ta anggaran kebijakan berupa beban pengen-
dalian moneter.

Komponen pengendalian moneter antara
lain biaya operasi pasar terbuka, pengelolaan
devisa, dan pinjaman luar negeri. Akhir tahun
lalu, DPR dan Bank Indonesia menyepakati
asumsi surplus anggaran operasional sebesar
Rp 17,35 triliun dan pengeluaran anggaran ke-
bijakan Rp 45,1 triliun. Pada 2010, pengeluaran
anggaran kebijakan sekitar Rp 37,4 triliun.
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JAKARTA— Komisi Disiplin Persatu-
an Sepak Bola Seluruh Indonesia
(PSSI) kemarin menjatuhkan sank-
si larangan bermain selama tiga bu-
lan terhadap pemain tim nasional
U-23, Irfan Bachdim.

Ketua Komisi Disiplin PSSI, Bern-
hard Limbong, menilai sanksi terse-
but menunjukkan Irfan bersalah.
“Sanksi tiga bulan larangan bermain
ini merupakan bukti bahwa dia me-
langgar disiplin,” kata Bernhard.Irfan

dilarang bermain untuk tim nasional.
Wakil Ketua Komisi Disiplin PSSI

Catur Agus Saptono mengungkapkan,
hukuman ini didasari hasil investigasi
dan sidang yang diikuti tujuh anggota
komisi kemarin. Irfan dinilai mangkir
selama latihan menjelang SEA Games
XXVI Palembang-Jakarta.

Sanksi untuk Irfan, kata Catur,
berlaku sejak 24 Oktober. Itu berar-
ti Irfan tak bisa berlaga dalam SEA
Games pada 11-22 November.“Ka-

mi tak memberi sanksi denda kare-
na belum dianggap prioritas,” ujar
Catur.“PSSI tak mencari keuntung-
an dalam pemberian sanksi.”

Catur menegaskan, pemberian
sanksi itu semata-mata demi kepen-
tingan tim nasional. Ia pun berharap
pelanggaran disiplin yang sama tak
dilakukan anggota timnas U-23
lainnya.“Hukuman ini sebagai efek
jera kepada Irfan dan peringatan
bagi anggota timnas lain,”ujarnya.

Irfan mangkir dalam latihan tim-
nas. Saat pelatih Rahmad Darma-
wan memintanya berlatih pada 16
Oktober lalu, Irfan tak hadir. Ia ba-
ru hadir dalam latihan pada 23 Ok-
tober. Rahmad lantas menyerahkan
persoalan ini ke komisi disiplin.

“Motivasi utama Irfan datang ke
Indonesia adalah ingin menjadi pe-
main timnas. Jadi, jika tidak patuh
terhadap aturan, sangat pantas dia
mendapat hukuman,”kata Catur.

Jika Irfan tak menerima putusan
tersebut, dia menambahkan, komisi
memberi kesempatan kepada Irfan
untuk banding. “Terkait sanksi ini,
Irfan belum memberi jawaban seca-
ra lugas,”ujarnya.

Setelah dijatuhi sanksi, Irfan
mendatangi kantor PSSI sekitar
pukul 7 tadi malam. Namun Irfan,
yang berjalan cepat, tak bersedia
memberi komentar kepada warta-
wan. � SAHRUL

Polisi Tuding OPM Terlibat
Penembakan Kapolsek

Irfan Bachdim Dilarang Bermain Selama Tiga Bulan

Jaga Rupiah,
Anggaran BI
Tersedot 
Rp 28 Triliun

Tim gabungan TNI/Polri di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, kemarin, mengejar kelompok yang menembak mati Kepala Kepolisian
Sektor Kota Mulia Ajun Komisaris Domingus Awes. Domingus tewas ditembak di lapangan terbang Mulia. 
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